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PENYEDIAAN STASIUN PENGISIAN ENERGI LISTRIK
DAN ALAT PENYALUR DAYA LISTRIK BAGI MASYARAKAT
DI DAERAH SULIT DIJANGKAU DENGAN JARINGAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan bauran energi nasional
sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu
penyediaan tenaga listrik yang memanfaatkan sumber
energi terbarukan;

bahwa untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik serta
meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik
khususnya pada daerah yang sulit dijangkau dengan
jaringan tenaga listrik, perlu penyediaan alat penyalur
daya listrik sebagai sarana distribusi tenaga listrik
kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan
Alat Penyalur Daya Listrik bagi Masyarakat di Daerah

Sulit Dijangkau dengan Jaringan Tenaga Listrik;
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Mengingat

—

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6637);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang
Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga
Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 146);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENYEDIAAN STASIUN PENGISIAN
ENERGI LISTRIK DAN ALAT PENYALUR DAYA LISTRIK BAGI
MASYARAKAT DI DAERAH SULIT DIJANGKAU DENGAN
JARINGAN TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan
jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin,
bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta
gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

2. Stasiun Pengisian Energi Listrik yang selanjutnya
disingkat SPEL adalah pembangkit tenaga listrik yang
memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan setempat
sebagai sarana pengisian energi listrik untuk alat
penyalur daya listrik.

3. Penyediaan SPEL adalah kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan
pemasangan SPEL.

4. Alat Penyalur Daya Listrik yang selanjutnya disebut
APDAL adalah peranti penyaluran daya listrik berbasis
baterai yang dapat diisi ulang pada SPEL.

5. Instalasi Rumah Arus Searah yang selanjutnya disingkat
IRAS adalah instalasi listrik searah yang memperoleh
pasokan listrik dari APDAL dan dipasang pada rumah
pengguna paket APDAL termasuk bangunan fasilitas
umum dan/atau fasilitas sosial.

Paket APDAL adalah APDAL dan IRAS.
Cadangan APDAL adalah persediaan APDAL yang
disiapkan sebagai pengganti APDAL yang akan diisi

ulang.
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Penyediaan Paket APDAL dan Cadangan APDAL adalah
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL serta
Cadangan APDAL.

Penerima Paket APDAL adalah pemerintah desa setempat
yang menerima Paket APDAL serta Cadangan APDAL.
Pengguna Paket APDAL adalah pemilik rumah yang
merupakan warga negara Indonesia termasuk bangunan
fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak
mendapatkan dan menggunakan Paket APDAL.

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah direktorat
jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan
kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktorat
Jenderal EBTKE adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi,
bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan
konservasi energi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan adalah direktur
jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan

kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.



